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ffiadan Pemeriksa Keuang an
dBFK)menemukan
ft imasalahan dalam Laporan

ffiuangan (LK) Kernenterran
Rdperasi dan UKM Tahun
Anggaran J A) 2}22terkait
pgngelolaan pendapatan Grand
Sifiesco Hill/GSH (ousat

ffitAtinan dan pen'didikan para

@{tku Koperasidan UKM)

v?[tg kurang memadai^
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iil Pernyataan tersebut disam-
paikan Anggota II BPK Daniel
Lumban Tobing saat menyer-

dalam LK Kemenkop
(df)i

ahkan Laporan llasil Pemerik-
saan (LHP) atas LK Kemenkop-
UKM Tahun 2022 kepada Men-
teri Koperasi dan UKM (Men-
kopUKM) Teten Masduki,

"Meskipun" p ermasalahan
tersebut tidak berpengaruh sig-
nifikan terhadap penyajian LK,
namun sangat perlu menda-
patkan perhatian untuk segera
ditindaklanjuti oleh seluruh ja-
jaran di Kemenkop-UI(M. Per-
masalahan tersehut salah sa-
tunya yaitu, pengelolaan pen-
dapatan Grand Smesco Hill
(GSH) kurang memadai, di ant-
aranya penerimaan GSI-i tanpa
dianggarkan dalam rencana
bisnis dan anggaran, serta
tidak dilaporkan dalam LK,"
ujar Daniel dalam keterangan
resmi di Jakarta, Sa,htu (15l7).

Atas perma.salahan tersebut,

BPK merekomendasikan Men-
kop-UKIVI memerintahkan Di-
rektur Utama, (Dirut) Lenrbaga,
Layanan Pemasaran Koperasi
Usaha Kecil dan IVlenengah
(LLP KUKI\0 agar mengusulkan
rencana hisnis a.nggarati (RBA)
definitif yang mengakornodir
pendapatan dan belanja GSH.

Seiain menyerahkan LHP
atas I-K Kemenkop-I.JKM TA
2022, BPK juga, men.yerahkan
i.I{P atas LK Bagian Anggaran
InvesIasi Pcrnerintah (t]A
999.03) Dana Bergulir tahun
2422 da,n t,l{P a,tas tsagianAng-
garan Belanja Subs.idi (BA
999.07) Subsidi Irnbal Jasa
Penjaminan dan Bunga Kredit
Usaha Rakyat (KIillJ tahun
2022.

"(Sa3ra) mengingatkan Ke-
menkop-UKM agar dapat men-

yarrpaikan tr-'el ielasan tentang
pcrkcrnbangan tindak lanjut
rekornendasi, paling lambat 60
hari seiak diterirnanya LHP
BPK," ucapnva.

Kendati ditemukan perma-
salahan, IIPK memberikan opi-
ni Wajar T'anpa Pengecualian
(W'fl') atas l-K Kcrnenkop-UKM
Tahun 2A22. dilam semua hal
yang material. sesua,i dengan
Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP).

"BPK rnerngapresiasi upaya
yang teiah dilakukan Menteri
Koperasi dan tiKM beserta ja-
jarann;,a .Vang terus berupaya
meningkatkan kualitas tata kel-
ola kcuangau rregara. sehing-
ga BFK clapat memherikan opi-
ni WTP untr* ke-1ii ka,linya,
ba.gi Kornenkr:p-IIKM," kata
I.),r rrro[.(";


